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Cegah TPPO, Butuh Sinergi Lintas Sektoral

YOGYAKARTA, Joglo
Jogja - Upaya preven-
tif tindak pidana perda-
gangan orang (TPPO)
dilakukan seiring dengan
banyaknya pekerja mi-
gran di DIY. Isu TPPO
menjadi perhatian khusus
karena pada 2023 laly,
Pemkot Yogyakarta mencat-
at lima orang menjadi kor-
ban perdagangan orang,

“Pemkot Yogyakarta
siap bekerja sama den-
gan instansi terkait, baik
di level nasional mau-

pun internasional, untuk
memperkuat kebijakan
dan langkah konkret da-
lam pencegahan TPPO,”
kata Asisten Pemerinta-
han dan Kesejahteraan
Rakyat Pemkot Yogy-
akarta Yunianto Dwisu-
tono, Rabu (1 1/9),
Selain banyak warga yang
bekerja sebagai pekerja mi-
gran di luar negeri,
Yunianto berharap mem-
perkuat koordinasi dan
peran lintas sektor di Kota
Yogyakarta untuk menut-

up celah ruang gerak para
pelaku TPPO. Selain itu,
lanjut dia, pengawasan
dan perlindungan terh-
adap pekerja migran perlu
ditingkatkan disertai pen-
indakan hukum yang tegas.

“Koordinasi lintas sektor
ini menjadi langkah konk-
ret yang sangat penting
dalam upaya kita bersama

- dalam memberantas perd-

agangan orang dan melind-
ungi pekerja migran Indo-
nesia khususnya di Kota
Yogyakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepa-
la Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan
Anak dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB)
Kota Yogyakarta Ret-
naningtyas menyebut-
kan data dari laman siga.
jogjaprov.go.id, kasus
trafficking di Kota Yogy-
akarta yang tercatat pada
lembaga layanan di Kota
Yogyakarta pada 2023
berjumlah lima orang
dan seluruhnya berjenis

kelamin perempuan.
Retnaningtyas menga-
takan, mereka mengala-
mi berbagai bentuk pel-
anggaran HAM seperti
eksploitasi seksual, kerja
paksa, dan perbudakan
modern yang merenggut
hak asasi manusia dan
merusak citra bangsa.
Menurutnya, muncul-
nya kasus TPPO bisa ka-
rena faktor kemiskinan,
rendahnya tingkat pen-
didikan, terbatasnya pel-
uang kerja, konflik sosial,

serta lemahnya kontrol
sosial di tengah masyar-

akat. “Kebanyakan pela-_

ku TPPO ini sering kali
berasal 'dari lingkungan
terdekat korban seperti
keluarga atau teman ter-
dekat korban,” katanya.
DP3AP2KB Kota Yo-
gyakarta mengajak lintas
sektor di lingkup Pemkot
Yogyakarta memperkuat
pencegahan dan penan-
ganan terkait kekerasan
terhadap perempuan dan
anak, termasuk TPPO

serta PMI non-prosedur-
al. Upaya pencegahan itu,
kata dia, diperkuat antara
lain melalui Gugus Tu-
gas Pencegahan dan Pen-
anganan TPPO (GTPP
TPPO) di Kota Yogyakarta.
“GTPP TPPO terdiri
atas berbagai lintas.sek-
tor, di antaranya OPD di
lingkup Pemkot Yogy-
akarta, LSM, serta lemba-
ga layanan yang berger-
ak di bidang pencegahan
dan penanganan TPPO,”
jelasnya. (ara/ree)
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